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Kawasan Rujab Bupati Bakal Dipasang Jalur Pipa PDAM 

 

 

Sumber gambar :Tribun Kaltim   Selasa,02/04/2024 

 

PENAJAM, TRIBUN – Pemasangan pipa induk PDAM yang mengarah ke area 

Rumah Jabatan Bupati Penajam Paser Utara (PPU) segera dilakukan. 

Pemerintah Kabupaten PPU memastikan rumah jabatan Bupati akan dipasangi pipa 

induk dan pipa distribusi air bersih dari PDAM pada Mei 2024 ini. 

Tidak hanya di rumah jabatan tetapi juga mengakomodir daerah-daerah di sekitarnya, di 

pesisir pantai Kelurahan Sungai Parit Kecamatan Penajam. Menurut Asisten II Pemkab 

PPU Sodikin, meski dimulai pemasangan pada Mei, namun April ini sudah dilakukan 

lelang pekerjaan. “Pipa induk yang akan menuju Rujab sudah dikomunikasikan dengan 

PUPR, pekerjaan itu akan dimulai pada bulan Mei,” ungkapnya Senin (1/4). 

Sebelumnya, Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUPR PPU Zulbair Amin mengatakan 

bahwa, pemasangan jalur pipa PDAM ke arah rumah jabatan beriringan dengan 

pemasangan ke arah objek wisata Pantai Nipah-nipah. 

Anggaran yang digelontorkan untuk pipanisasi di kawasan rumah jabatan ini bekisar 

Rp900 juta hingga Rp1 miliar. 

“Tahun ini memang ada wacana menyambung jalur pipa ke arah rumah jabatan,” 

pungkasnya. (taa) 

                              

                                                                                                                                                                                                                                                          

Sumber berita:  

1. Tribun Kaltim, Kawasan Rujab Bupati Bakal Dipasang Jalur Pipa PDAM, 02/04/24 
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Catatan: 

1. Dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber 

Daya Air (UU 17/2019), pelaksanaan konstruksi prasarana sumber daya air dan 

pelaksanaan nonkonstruksi dilakukan oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah 

daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan program dan rencana kegiatan. 

2. Berdasarkan Pasal 6 UU 17/2019, negara menjamin hak rakyat atas air guna 

memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari bagi kehidupan yang sehat dan 

bersih dengan jumlah yang cukup, kualitas yang baik, aman, terjaga 

keberlangsungzrnnya, dan terjangkau 

  


